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Abstract: Pengawasan partisipatif memegang
peranan penting dalam menjaga integritas proses
pemilihan kepala daerah, terutama di daerah dengan
tingkat pelanggaran pemilu yang tinggi seperti
Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini bertujuan
untuk mengedukasi masyarakat agar terlibat aktif
dalam pengawasan partisipatif, sehingga mampu
mencegah terjadinya pelanggaran pemilu. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan edukasi berbasis partisipasi masyarakat,
yang melibatkan sosialisasi, pelatihan, dan
pendampingan langsung. Hasil penelitian
menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam
pemahaman masyarakat tentang konsep dan
mekanisme pengawasan partisipatif. Selain itu,
keterlibatan aktif masyarakat dalam proses
pengawasan berhasil mendorong peningkatan
pelaporan pelanggaran pemilu, mencerminkan
efektivitas pendekatan edukasi yang diterapkan.
Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa
edukasi berbasis partisipasi masyarakat mampu
meningkatkan integritas pemilu melalui penguatan
kesadaran politik dan keterampilan pengawasan.
Penelitian ini merekomendasikan penguatan
kolaborasi antara masyarakat, pemerintah daerah,
dan penyelenggara pemilu untuk mendukung
keberlanjutan program, serta mengusulkan
implementasi program serupa di daerah lain dengan
penyesuaian sesuai konteks lokal.
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PENDAHULUAN
Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu pilar utama demokrasi yang bertujuan

untuk memastikan partisipasi rakyat dalam memilih pemimpin. Namun, praktik pemilu di
Indonesia masih diwarnai berbagai pelanggaran yang mengancam integritas proses demokrasi
tersebut. Berdasarkan laporan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), tingkat pelanggaran pemilu di
Indonesia pada setiap siklus pemilu terus menunjukkan angka yang signifikan, mulai dari
pelanggaran administratif, politik uang, hingga manipulasi hasil pemilu (Bawaslu, 2020). Kondisi
ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan kontrol dalam pelaksanaan pemilu, baik dari
penyelenggara maupun masyarakat umum.
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Minimnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengawasan partisipatif menjadi
salah satu penyebab utama terjadinya pelanggaran pemilu. Banyak masyarakat yang belum
menyadari bahwa mereka memiliki peran strategis dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas
pemilu. Studi oleh Setiawan (2022) menunjukkan bahwa lebih dari 60% masyarakat di wilayah
pedesaan tidak memahami konsep pengawasan partisipatif dalam konteks pemilu. Ketidaktahuan
ini menyebabkan rendahnya tingkat pelaporan pelanggaran oleh masyarakat, sehingga banyak
kasus pelanggaran yang tidak tertangani dengan baik.

Selain itu, pengawasan partisipatif tidak hanya bertujuan untuk mendeteksi dan mencegah
pelanggaran, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Menurut penelitian
oleh Puspitasari dan Ahmad (2021), partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu dapat
memperkuat nilai-nilai demokrasi dan membangun kepercayaan terhadap sistem pemilu. Namun,
kurangnya program edukasi yang berkelanjutan menghambat tercapainya tujuan ini. Sebagian
besar masyarakat tidak memiliki akses terhadap informasi yang memadai tentang cara
berkontribusi dalam pengawasan pemilu.

Kondisi di Kabupaten Pamekasan mencerminkan permasalahan ini. Sebagai daerah
dengan tingkat partisipasi politik yang tinggi, Pamekasan juga menghadapi tantangan berupa
pelanggaran pemilu yang signifikan, terutama dalam bentuk politik uang dan manipulasi suara
(Haryanto, 2023). Minimnya program edukasi pengawasan partisipatif di daerah ini semakin
memperburuk situasi, sehingga pelanggaran terus berulang pada setiap siklus pemilu.

Peran pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam meningkatkan kapasitas masyarakat
untuk melakukan pengawasan juga belum optimal. Penelitian oleh Kusuma (2023) menemukan
bahwa program-program sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu seringkali tidak
menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok marginal. Padahal, keterlibatan
semua kelompok masyarakat dalam pengawasan sangat penting untuk memastikan inklusivitas
dan integritas proses pemilu.

Dalam konteks pemilu 2024 mendatang, penting bagi Kabupaten Pamekasan untuk
mengambil langkah strategis dalam meningkatkan pengawasan partisipatif. Salah satu langkah
yang dapat dilakukan adalah melalui edukasi yang terstruktur dan berbasis pada kebutuhan lokal.
Program ini tidak hanya akan membantu masyarakat memahami pentingnya pengawasan pemilu,
tetapi juga memperkuat komitmen bersama untuk menjaga integritas demokrasi.

Studi ini memiliki signifikansi yang tinggi dalam menjawab kebutuhan akan pengawasan
berbasis masyarakat untuk menjaga integritas demokrasi. Dengan memberikan edukasi
pengawasan partisipatif, masyarakat dapat diberdayakan untuk berperan aktif dalam mendeteksi
dan mencegah pelanggaran pemilu. Selain itu, program ini juga diharapkan mampu memperkuat
kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi, sehingga tercipta pemilu yang transparan,
jujur, dan adil.
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Kabupaten Pamekasan
mengenai pentingnya pengawasan partisipatif dalam pemilu. Edukasi ini dirancang untuk
meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cara berkontribusi secara aktif dalam mengawasi
pelaksanaan pemilu, dengan harapan dapat mencegah terjadinya pelanggaran dan menjaga
integritas proses pemilu. Program ini juga bertujuan untuk mendorong kolaborasi antara
masyarakat, pemerintah daerah, dan penyelenggara pemilu dalam menciptakan demokrasi yang
lebih bermartabat.
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METODE
Pendekatan Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini mengombinasikan pendekatan partisipatif
dan edukatif. Pendekatan partisipatif melibatkan masyarakat secara langsung dalam kegiatan
pengawasan pemilu, memungkinkan mereka untuk berperan aktif dalam setiap tahapan proses.
Melalui keterlibatan langsung ini, masyarakat tidak hanya menjadi pengamat, tetapi juga mitra
strategis dalam memastikan integritas pemilu. Selain itu, pendekatan edukatif diterapkan untuk
meningkatkan literasi politik masyarakat melalui penyampaian informasi, pelatihan, dan
pendampingan yang dirancang secara sistematis.

Kombinasi metode ini diharapkan dapat menciptakan dampak yang berkelanjutan.
Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu akan diperkuat dengan pengetahuan dan
keterampilan yang mereka peroleh melalui kegiatan edukasi. Dengan demikian, masyarakat dapat
memahami peran strategis mereka dalam mencegah pelanggaran pemilu, sekaligus membangun
budaya demokrasi yang lebih kokoh.
Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan dalam metode ini meliputi tiga langkah utama: sosialisasi, pelatihan,
dan pendampingan. Sosialisasi dilakukan sebagai langkah awal untuk memperkenalkan konsep
pengawasan partisipatif kepada masyarakat. Dalam tahap ini, berbagai media digunakan untuk
menyampaikan informasi secara luas, termasuk diskusi publik, brosur, dan kampanye media
sosial.

Tahap kedua adalah pelatihan, yang dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam
dan keterampilan teknis kepada masyarakat. Pelatihan ini mencakup teknik-teknik pengawasan
pemilu yang efektif, seperti cara melaporkan pelanggaran dan menggunakan teknologi untuk
mendokumentasikan bukti. Peserta pelatihan juga diajarkan cara berkolaborasi dengan
penyelenggara pemilu dan organisasi masyarakat sipil.

Tahap ketiga adalah pendampingan, di mana masyarakat didukung untuk terlibat langsung
dalam proses pengawasan selama pemilu berlangsung. Tim pendamping memberikan bantuan
teknis dan motivasi untuk memastikan bahwa masyarakat dapat mengaplikasikan keterampilan
yang telah mereka pelajari dalam konteks nyata.
Sasaran Program

Sasaran utama program ini adalah masyarakat umum, khususnya mereka yang berada di
daerah rawan pelanggaran pemilu. Selain itu, program ini juga menyasar tokoh masyarakat dan
pemimpin komunitas lokal yang memiliki pengaruh besar dalam membangun kesadaran kolektif.
Dengan melibatkan tokoh-tokoh ini, program diharapkan dapat mencapai lebih banyak lapisan
masyarakat.

Organisasi lokal juga menjadi sasaran penting dalam program ini. Sebagai aktor yang
seringkali memiliki pemahaman mendalam tentang konteks lokal, organisasi ini berperan sebagai
mitra strategis dalam mendukung keberhasilan program. Kolaborasi antara masyarakat, tokoh
lokal, dan organisasi ini diharapkan dapat menciptakan pengawasan pemilu yang lebih inklusif
dan efektif.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Kegiatan

Hasil kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai
pengawasan partisipatif. Berdasarkan survei sebelum dan sesudah pelatihan, terdapat peningkatan
sebesar 45% dalam tingkat pemahaman masyarakat tentang konsep pengawasan partisipatif.
Masyarakat tidak hanya memahami pentingnya pengawasan, tetapi juga mampu mengidentifikasi
potensi pelanggaran dalam pemilu.

Peningkatan ini tercermin dari antusiasme masyarakat yang lebih tinggi dalam mengikuti
kegiatan pengawasan. Dalam tahap pendampingan, masyarakat mulai aktif melaporkan dugaan
pelanggaran ke penyelenggara pemilu, menunjukkan bahwa mereka telah memahami mekanisme
pelaporan yang benar. Selain itu, keterlibatan tokoh masyarakat membantu memperluas
jangkauan program ke kelompok-kelompok yang sebelumnya sulit dijangkau.

Namun, identifikasi tantangan dalam penerapan program di lapangan juga menjadi salah
satu hasil yang signifikan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi politik di
beberapa komunitas, yang menghambat mereka dalam memahami konteks pengawasan
partisipatif. Selain itu, beberapa wilayah menghadapi kendala infrastruktur yang mempersulit
akses ke informasi dan pelatihan.

Tantangan lain yang ditemukan adalah adanya resistensi dari beberapa pihak yang merasa
terganggu dengan keberadaan pengawas partisipatif. Hal ini terutama terjadi di wilayah-wilayah
dengan tingkat pelanggaran yang tinggi, di mana terdapat aktor-aktor yang berkepentingan dalam
mempertahankan praktik-praktik tidak transparan.

Hasil kegiatan juga menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas lebih efektif
dibandingkan dengan pendekatan individual. Kelompok masyarakat yang terorganisir mampu
memberikan dukungan satu sama lain, sehingga lebih mudah dalam melaksanakan tugas
pengawasan. Keberadaan organisasi lokal juga membantu memperkuat koordinasi dan
komunikasi di antara para pengawas.
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Secara keseluruhan, kegiatan ini berhasil meningkatkan kapasitas masyarakat dalam
melakukan pengawasan pemilu. Meskipun demikian, hasil ini menunjukkan perlunya
pengembangan program yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi tantangan-
tantangan yang ada di lapangan.

Analisis Hasil

Dampak langsung dari kegiatan ini terlihat dalam kesiapan masyarakat untuk terlibat
dalam pengawasan pemilu. Berdasarkan evaluasi pasca-pelatihan, lebih dari 75% peserta
menyatakan kesiapan mereka untuk berperan aktif dalam melaporkan pelanggaran pemilu. Hal
ini menunjukkan bahwa program edukasi yang diterapkan berhasil meningkatkan kesadaran dan
kepercayaan diri masyarakat dalam menjalankan peran pengawasan.

Efektivitas metode edukasi yang diterapkan juga terlihat dari peningkatan keterampilan
peserta. Pelatihan yang diberikan tidak hanya fokus pada teori, tetapi juga pada praktik langsung,
seperti simulasi pelaporan pelanggaran dan penggunaan teknologi dalam pengawasan.
Pendekatan ini memungkinkan peserta untuk memahami materi dengan lebih baik dan
mengaplikasikannya dalam situasi nyata.

Namun, analisis hasil juga menunjukkan bahwa keberhasilan program sangat dipengaruhi
oleh dukungan dari pihak eksternal, seperti penyelenggara pemilu dan pemerintah daerah. Di
wilayah yang mendapatkan dukungan penuh dari pihak-pihak ini, implementasi program berjalan
lebih lancar dibandingkan dengan wilayah yang kurang mendapat perhatian.

Keberadaan tokoh masyarakat dan organisasi lokal juga menjadi faktor kunci dalam
keberhasilan program. Mereka berperan sebagai penghubung antara program dan masyarakat,
memastikan bahwa pesan-pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Selain itu, mereka
juga membantu mengatasi resistensi yang muncul dari beberapa pihak yang tidak mendukung
program.

Secara keseluruhan, program ini memberikan dampak positif yang signifikan terhadap
kesiapan masyarakat dalam mengawasi pemilu. Namun, untuk meningkatkan efektivitasnya di
masa depan, diperlukan upaya lebih lanjut dalam mengatasi tantangan yang dihadapi, seperti
literasi politik dan resistensi dari pihak tertentu. Dengan demikian, program ini dapat menjadi
model yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk diterapkan di berbagai daerah lainnya.
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KESIMPULAN
Edukasi pengawasan partisipatif yang dilakukan dalam penelitian ini terbukti efektif

dalam meningkatkan integritas pemilu di Kabupaten Pamekasan. Program ini tidak hanya
berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengawasan pemilu, tetapi juga
mendorong keterlibatan aktif mereka dalam mendeteksi dan melaporkan pelanggaran. Melalui
pendekatan yang mengombinasikan metode partisipatif dan edukatif, masyarakat mendapatkan
pengetahuan dan keterampilan yang relevan untuk berperan sebagai pengawas yang tanggap dan
responsif.

Berdasarkan temuan ini, beberapa rekomendasi penting dapat disampaikan. Pertama,
perlu adanya penguatan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan penyelenggara
pemilu untuk mendukung keberlanjutan program. Kedua, implementasi program serupa di daerah
lain dengan modifikasi yang disesuaikan dengan konteks lokal sangat disarankan. Hal ini
bertujuan untuk memperluas dampak positif dari pengawasan partisipatif, sehingga dapat menjadi
salah satu strategi efektif dalam menjaga integritas pemilu di tingkat nasional.
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